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PUTUSAN
Nomor 142/Pdt.G/2024/IMS.Cag
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, lahir di xxxxx pada
tanggal 01 April 1997, agama Islam, pendidikan terakhir
SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXxX, beralamat di
XXXXX XXXXK XXXXXXX, XXXXKKK XXXXXKK, XXXXXXXXX XXXXX,
XXXXXXXXX XXXX XxXX. Nomor handphone 0822-5237-6187
dan Domisili elektronik safrina.thn@gmail.com.
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, lahir di Riseh Tunong
pada tanggal 19 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan
terakhir SD, pekerjaan xxxx xxxxX, bertempat tinggal di
XXXXXX XXXXX XXXXXK, XXXXKKK XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXK
XXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXX. selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2024

yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang, Nomor

142/Pdt.G/2024/MS.Cag, tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 di XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX
XXXX XXXX, Sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXXXXXXXXXX XXX, tanggal 15 November 2018;
2. Bahwa, sebelum pernikahan Tergugat berstatus Jejaka dan Penggugat
Perawan,;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina
rumah tangga dengan bertempat kediaman berpindah-pindah akhirnya di
XXXXXXX XXXXXXX,  XXXXXKKKK XXXXXK XXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXX sampali
sekarang;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup
layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
1. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat
adalah sebuah perjodohan antar keluarga. Sejak minggu pertama
kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2022;
3. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
adalah karena :
7.1. Sejak minggu pertama pernikahan Tergugat kedapatan chatting
Instagram dengan mantan Pacar Tergugat;
7.2. Tergugat mudah emosi dan sering melontarkan kata-kata kasar
kepada Penggugat;
7.3.Pada tahun 2022 Penggugat membaca isi chat Instagram
Tergugat dengan mantan pacar Tergugat yang bernama
@Firrizgiaiklima, bahwa Tergugat tidak bahagia menikah dengan
Penggugat dan Tergugat ingin menceraikan Penggugat dan berjanji
mau menikahi @Firrizgiaiklima;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya
bulan November 2022, Tergugat dengan Penggugat sudah pisah ranjang
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dan tidak tinggal bersama lagi karena sejak Penggugat izin pergi

menenangkan diri ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi setelah lama

berpisah Tergugat tidak mau menjemput dan menyelesaikan masalah, yang

mana saat ini Penggugat berkediaman di XXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXXXXX

XXXXXXX, Kecamatan —XXXXX, XXXXXXXXX XxxX xxxx dan Tergugat

berkediaman di XXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXX;

5. Bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat, maka

hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya

karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya
sebagai suami terhadap Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga secara

baik-baik tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan

lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun
lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini berdasarkan

peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan
diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar’iyah
Calang melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus
sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;
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Subsider :
- Apabila Mejelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Cag hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024
dan tanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada
pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan
Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang
maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan
yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK

XXXXXXXXXXXXXXX atas nama Safrina, tanggal 27-10-2016, yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

XXXXXXXXX XXXX XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXKXXXXXXX, tanggal 15-11-2018 yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXX,
XXXXXXXXX XXXX XXXX Provinsi xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf
Hakim;
B. Saksi:
1. SAKSI 1, NIK 1114060107600138, Tempat/Tgl. Lahir di XxXXxxXx
XXXxxxx, 01 Juli 1960, (umur 64 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di XXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX
XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, Kabupaten xxxx Jaya, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah
anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya
menikah pada 2018 dan saksi hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal awalnya di
XXXXXXX XXXXXXXK, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, lalu pindah ke xxxx Besar
dan kembali lagi ke xxxxxxx xxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama
terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak selama
menikah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
harmonis sampai dengan 2 (dua) tahun yang lalu keduanya sudah
tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak harmonis lagi, karena Penggugat pulang ke tempat saksi dan
tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah izin kepada Tergugat untuk
tinggal sementara bersama saksi, akan tetapi sejak Penggugat
berada di rumah, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang dan
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menjemput Penggugat hingga hari ini;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa permasalahan

yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi selama

berpisah saksi melihat keduanya sudah tidak lagi saling peduli satu

sama lainnya;

- Bahwa selama berpisah Tergugat juga tidak ada lagi mengirimkan

nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar

bersabar, namun Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dari

Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan

Tergugat;
2.  Amiruddin bin Yunus, NIK 1114060111770001, Tempat/Tgl.
Lahir di Gunong Mantok, 01 November 1977, (umur 47 tahun), Agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXX XXXXXXXX, tempat
kediaman di XXXXX XXXXX XXX, XXXXXXX XXXXX XXX, XXXXXXXXX XXXXX,
Kabupaten xxxx Jaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah

keponakan saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya

menikah pada 2018 dan saksi hadir di pernikahan tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama

terakhir di xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten

Aceh Jaya;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikarunia

anak selama menikah;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

harmonis, tapi sejak akhir tahun 2022 lalu antara keduanya sudah

tidak rukun lagi;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
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tidak harmonis lagi, karena Penggugat tiba-tiba pulang ke tempat
orang tuanya di Gampong Harapan, Kecamatan Panga dan tidak
pernah kembali lagi kepada Tergugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi tidak
pernah melihat Tergugat datang dan menjemput Penggugat hingga
hari ini;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa permasalahan
yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi melihat selama berpisah saksi melihat keduanya
sudah tidak lagi saling peduli satu sama lainnya;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar
bersabar, namun Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dari
Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang
tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Cag, tanggal 05 Desember 2024 dan
tanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
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patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin
menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga
dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara

ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai
Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini
termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam
gugatan Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang
terjadi secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali dengan sebab
Tergugat berhubungan lewat media sosial dengn perempuan lain dan suka
berkata kasar kepada Penggugat dan tidak menjemput Penggugat dari
kediaman orang tua Penggugat, sehingga terjadi perpisahan sejak akhir
November 2022 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;
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Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab Al
Anwari Juz Il Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:
ainlb bl jlo aae sl Sl sl st jiss 019
Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia
ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-
bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685
KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di
atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1
dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat)
telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai
Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah
Calang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi
syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat
telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 15
November 2018 dan karenanya Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai
suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio

memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak
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yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan 2 (SAKSI 2) memenuhi
syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan
308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sudah tidak pernah
bersama lagi sejak 2022 lalu hingga sekarang, meskipun sudah diupayakan
damai namun Penggugat menyatakan sudah bertekad untuk bercerai dari
Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih
terikat dalam suatu perkawinan sejak tanggal 15 November 2018 dan
belum pernah terjadi perceraian hingga saat ini;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah
melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi
sebagai suami istri dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak
awal tahun 2022 lalu hingga sekarang;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi
sejak tahun November 2022 lalu hingga sekarang kurang lebih 2 (Dua)
tahun lamanya karena Penggugat pulang ke tempat orang tuanya;

5. Bahwa selama berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di
XXXXXXX  XXXXXXX, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx Jaya, sedangkan
Tergugat tinggal di XXXXXX XXXXX XXXXXX, Gampong XXXxxxx, Kecamatan
XXXXXX XXXXX;

6. Bahwa penyebab dari ketidakharmonisan rumah taagga Penggugat dan
Tergugat adalah karena adanya dugaan Tergugat memiliki hubungan
dengan perempuan lain;

7. Penggugat sudah dinasehati untuk bersabar dan mempertahankan

rumah tangganya namun tidak berhasil;
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8. Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukan sikap dan
tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi
mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya dengan
memberikan nafkah kepada Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian dalam angka
2, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa antara
Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya
masing-masing selama kurang lebih 2 (dua) tahun meski keduanya sudah
diupayakan untuk dapat rukun tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah
demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya
sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu
berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami
istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah
perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan
memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan
keluarga kedua belah pihak, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari
Tergugat merupakan jalan terbaik dan maslahah dari pada tetap
mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Qaidah
Figih dalam kitab Al-Asybah wan Nadhair halaman 63, yang selanjutnya diambil
alih isi dan maksud dalil tersebut oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan

dalam putusan ini, yakni berbunyi sebagai berikut:

dlaoll wlz Gl paio suwliall s
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Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik
(mempertahankan) kebaikan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo, Hakim perlu mengemukakan
pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ath Thalaqg minasy Syariatil Islamiyah
wal Qanun, halaman 4 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Psrss GV bl sie ¥l W] a2l aww ol
alllrga> o8] poc au>gall sliasdl
Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah
adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi
pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri
yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan
hukum Allah.

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta
dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak
akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan
menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan
ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali
sebagai suami istri, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah
karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah
tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga
mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud
dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum:
21 yang berbunyi:
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J22 5 Lgal] lsiSonid L2191 pSaniil o p5U 815 0l aili] rog
09541 poi) LY s (8 O] de> 58390 pSis

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 mengabstraksikan kaidah hukum Bahwa “suami istri yang tidak berdiam
serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah
tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah’;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah
hukum : “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sitri
telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar’iyah dan di dukung oleh
fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang
bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian
dengan Tergugat haruslah di kabulkan™;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf
(b) poin 2 yang menyatakan bahwa “1 huruf (b) poin 2 yang menyatakan bahwa
“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar

terus menerus dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
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diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan
kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas juga dimana telah terbukti
perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sejak tahun
November 2023 hingga saat ini atau kurang lebih telah berjalan lebih dari 1
(satu) tahun, dengan demikian fakta hukum dapat dikabulkan oleh Hakim
karena telah memenuhi maksud dan tujuan SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi salah satu
alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan
Penggugat angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan
hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh
karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum
dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup
bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan cerai
Penggugat maka Penggugat sebagai istri setelah dijatuhi talak satu bain shugra
nantinya harus menjalani masa iddah sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf
(c) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c)
Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan

kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau
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menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”, hal mana dikecualikan bagi
istri yang nusyuz, oleh sebab itu Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas
isteri berupa nafkah iddah, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan
apakah Penggugat termasuk ke dalam istri yang nusyuz ataupun tidak
sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti
bahwa penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam fakta di atas, sedang pada diri
Penggugat baik saat bersama maupun setelah berpisah, tidak terdapat hal-hal
yang membuatnya ingkar dan keluar dari ketaatan terhadap Tergugat sebagai
suami. Hal mana patut dimaknai bahwa Penggugat sudah berkorban lahir batin
dan bersabar untuk membangun rumah tangga dengan Tergugat. Dengan
demikian telah cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat
bukan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka Hakim berkesimpulan Penggugat berhak atas nafkah iddah dari Tergugat.
Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang
Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan
Hukum, sehingga Hakim perlu menetapkan nafkah iddah Penggugat sebagai
bekas istri yang dibebankan kepada Tergugat sebagai bekas suami setelah
putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah yang layak
dibebankan kepada Tergugat, maka perlu memperhatikan kembali profil
pekerjaan sebagai supir pengangkut buah sawit, maka asumsi dasarnya adalah
Tergugat memiliki penghasilan. Maka jika Tergugat berpenghasilan maka
penghasilan tersebut dibagi menjadi tiga bagian peruntukan, yaitu 1/3
(sepertiga) bagian untuk suami sendiri, 1/3 (sepertiga) bagaian untuk isteri, dan

1/3 (sepertiga) bagian untuk anak. Pada dasarnya asumsi ini mewakili
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kelaziman dalam pengelolaan nafkah keluarga sehingga dapat dikatakan
bahwa asumsi ini mewakili rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan tidak diketahuinya pendapatan dari
Tergugat, maka oleh karena tidak diketahui secara pasti penghasilan Tergugat
saat ini, maka menurut Hakim perlu menggunakan ketentuan standar hidup
layak sekurang-kurangnya berdasarkan kriteria atau standar hidup layak
menurut Upah Minimum xxxx Jaya Tahun 2024 sejumlah Rp3.413.666 (Tiga
juta empat ratus tiga belas enam ratus enam puluh enam rupiah) sesuai dalam
Keputusan Gubernur xxxx Nomor 560/1666/2023 tentang Penetapan Upah
Minimum Provinsi xxxx Tahun 2024 Tanggal 20 November 2023, sehingga
apabila dibagi menjadi tiga bagian peruntukan, yaitu 1/3 (sepertiga) bagian
untuk suami, 1/3 (sepertiga) bagian untuk isteri, dan 1/3 (sepertiga) bagian
untuk anak sebagaimana pertimbangan di atas, Hakim berpendapat layak dan
patut serta memenuhi rasa keadilan jika nominal nafkah Penggugat selama
masa iddah yang dibebankan kepada Tergugat adalah sejumlah
Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulannya atau selama 3 (tiga) bulan
masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah secara filosofis antara lain sebagai
konpensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri
yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan
kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian
semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri. Maka sepanjang Penggugat telah
menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri maka harus dianggap
Penggugat telah mengabdikan dirinya kepada Tergugat. Sehingga layak dan
patut mendapatkan konpensasi mut'ah namun setidaknya bisa menjadi pelipur
lara untuk Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-
Undang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan
Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas
telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan
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hubungan suami isteri dan Penggugat telah melayani Penggugat dan selama
Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan Penggugat telah menghadirkan 2
(dua) orang anak selama pernikahan tersebut, dengan demikian maka layak
dan patut serta memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat diperintahkan untuk
membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas 1/2 (setengah) mayam
emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 huruf (b) dalam rangka pelaksanaan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk
memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian,
maka terhadap nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas harus dibayarkan oleh
Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :

4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
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4.2. Mut'ah berupa emas sejumlah 1/2 (setengah) mayam;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kewajibannya dalam diktum
4.1 dan 4.2 di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima rupiah);
Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syariyah Calang pada
hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16
Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Khaimi, S.H.l sebagai Hakim Tunggal dan
dibantu oleh Arisman, B.A., S.H sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

Khaimi, S.H.I
Panitera Pengganti

ttd

Arisman, B.A., S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp. 60.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00
5. Redaksi : Rp.  10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000.00
Jumlah Rp.  205.000,00

(Dua ratus lima ribu rupiah)
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